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RINGKASAN 

KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL MEMERINTAHKAN 

REHABILITASI MEDIS TERHADAP PECANDU/PENGGUNA 

NARKOTIKA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 

TENTANG NARKOTIKA 

 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sampai saat ini membawa 

dampak yang begitu besar dalam bidang narkotika baik perkembangan jenis 

narkotika maupun modus-modus operandi pelaku tindak pidana di bidang 

narkotika. Indonesia adalah ladang yang sangat subur bagi peredaran gelap 

narkotika karena letak negara Indonesia dan bentuk negara Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan yang sangat memungkinkan masuknya narkotika 

berbagai jenis dari negara-negara lain tanpa dapat diketahui oleh aparat penegak 

hukum Indonesia. Sejalan dengan peredaran gelap narkotika maka pengguna dan 

penyalahgunaan narkotika juga semakin banyak. Pecandu/pengguna narkotika 

sebagai korban penyalahgunaan narkotika apabila berhadapan/terjerat dengan 

masalah hukum maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial. 

Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Pasal 81 

memberikan Kewenangan penyidikan kepada Badan Narkotika Nasional selain 

Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pasal 54 mewajibkan pecandu narkotika 

untuk menjalani rehabilitasi dan pasal 103 ayat (2)  dimana rehabilitasi medis ini 

dihitung sebagai menjalani pidana sehingga perintah rehabilitasi baik medis 

maupun sosial harus dengan perintah dari Pengadilan (penetapan maupun 

putusan). Permasalahan dan tujuan untuk menganalisis aturan tentang 

kewenangan penyidik BNN yang memerintahkan rehabilitasi medis terhadap 

pecandu/pengguna narkotika dan menentukan kebijakan atau konsepsi BNN ke 

depan mengenai perintah rehabilitasi kepada pecandu/pengguna narkotika. 

penelitina bersifat yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisa substansi 

peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan dalam konsistensinya 

dengan asas-asas hukum yang ada. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN telah melampaui kewenangan 

yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika dalam memberikan perintah 

rehabilitasi medis terhadap pecandu/pengguna narkotika bahkan dapat dikatakan 

bahwa BNN tidak memiliki legalitas dalam memerintahkan rehabilitasi medis 

terhadap pengguna/pecandu narkotika yang terlibat masalah hukum dan Peraturan 

Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, 

Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian 

Negara RI, Kepala BNN RI No. 01/PB/MA/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 telah 

melanggar Undang-undang Narkotika, pengaturan mengenai kewenangan BNN 
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sebagai penyidik tindak pidana narkotika harus diperjelas dan diberi batasan, 

sehingga dalam praktek penegakan hukum tidak terjadi benturan kewenangan 

antara Badan Narkotika Nasional dengan Lembaga Peradilan sehingga lembaga 

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan efektif dan sesuai 

dengan sistem peradilan pidana serta pembuat Undang-Undang harus taat asas 

mengenai kewenangan masing-masing badan dalam sistem peradilan pidana yang 

terpadu.  

 

Kata Kunci : Rehabilitasi Medis, Penyidikan, Badan Narkotika Nasional, 

Lembaga Peradilan. 
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SUMMARY 

NARCOTICS AGENCY NATIONAL AUTHORITY ORDERS OF MEDICAL 

REHABILITATION ADDICTS / USER NARCOTICS BY LAW NUMBER 35 

OF 2009 ON NARCOTICS 

The development of technology and science to date brings huge impact in 

the field of drug development both types of drugs and modes operandi of 

criminals in the field of narcotics. Indonesia is a very fertile field for illicit 

trafficking because the location and shape of the state of Indonesia Indonesia is an 

archipelago that it is possible influx of narcotics various types of other countries 

without being known by Indonesian law enforcement officials. In line with the 

illicit trafficking and abuse of drugs users are also more and more. Addict / drug 

users as victims of drug abuse when dealing / entangled with the legal issues 

required to undergo medical rehabilitation and / or social. 

Act No. 35 of 2009 on Narcotics, Article 81 gives the Authority the 

investigation to the National Narcotics Agency other than the Indonesian National 

Police. In Article 54 requires addicts to undergo rehabilitation and Article 103 

paragraph (2) where the medical rehabilitation is calculated as a sentence so that 

commands both medical and social rehabilitation should be the order of the Court 

(the determination or decision). Problems and objectives to analyze the rules of 

authority BNN investigator who ordered medical rehabilitation for addicts / users 

of narcotics and determine policy or conception BNN ahead of the rehabilitation 

order to addicts / users of narcotics. normative juridical penelitina by reviewing 
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and analyzing the substance of the legislation on the subject matter in consistency 

with the principles of the existing law. 

The results showed that BNN has exceeded the authority granted by the 

Narcotics Act in providing medical rehabilitation order to addict / drug users can 

even be said that the legality of the BNN not have ordered medical rehabilitation 

for users / addicts involved legal issues and joint regulation between Chairman of 

the Supreme Court, the Minister of Justice and Human Rights, the Minister of 

Health, Minister of Social Affairs, the Attorney General, Chief of National Police, 

head of  BNN No. 01 / PB / MA / III / 2014 dated March 11, 2014 had violated 

the Narcotics Act, regulation on BNN authority as a narcotic crime investigators 

should be clarified and given limit, so in practice the law enforcement authority is 

not a clash between the National Narcotics Agency with the Institute justice so 

that law enforcement agencies in carrying out their duties carried out effectively 

and in accordance with the criminal justice system and legislators must obey the 

principle of authority of each entity in the criminal justice system are integrated. 

 

Keywords : Medical Rehabilitation, Investigation, the National Narcotics Agency, 

the Institute of Justice . 
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